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Abstract
Law No 6 of 2014 concerning Village, has strengthened the authority 

of Village Government to regulate and manage the interests of the local 
government as the implementation of autonomous local government. In 
order to achieve the objective of village development, village institution 
needs to promote collaboration within stakeholders, considering the capacity 
constrain of village government. Related to that, leadership in village 
institutions is an important, as a driver to start the transformation, collecting 
resources, and making collaboration with other stakeholders. Ponggok village 
is the success story of village development by managing the nature potential 
of Umbul Ponggok. The development started since the new government was 
elected in 2006. The new village government initiate to establish BUM Desa 
as institution to manage village’s assets. This study is aimed to analyze the 
role of village government’s stakeholders related to village development in 
Ponggok. Descriptive qualitative methods were applied in this study by using 
stakeholder analysis as an approach. Stakeholders from village government 
institution were identified and classified based on their role, and then conduct 
stakeholder’s power and interest analysis. As the result, Village Head (Kepala 
Desa) is categorized as a “key player” who has high degree of interest and 
strong influence to involve other stakeholders in developing Ponggok.

Abstrak
UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir untuk memperkuat 

kewenangan Pemerintah Desa mengatur urusannya sendiri sebagai 
wujud pelaksanaan otonomi daerah. Dalam mendukung keberhasilan 
pembangunan, kelembagaan desa perlu mengedepankan kolaborasi 
dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan desa. Hal ini perlu didukung dengan adanya sosok 
pemimpin dalam kelembagaan desa yang dapat menginisiasi perubahan, 
mengumpulkan sumber daya, serta memiliki kapasitas untuk melakukan 
kerja sama dengan stakeholder lainnya. Desa Ponggok merupakan contoh 
keberhasilan pembangunan desa melalui pengelolaan potensi wisata 
umbul ponggok. Kemajuan desa ponggok dimulai sejak pemerintahan 
desa yang baru di tahun 2006 yang kemudian membentuk BUM Desa 
sebagai lembaga yang mengelola aset-aset desa. Tujuan dalam penelitian 
ini adalah menganalisis peran kelembagaan pemerintahan desa dalam 
memajukan Desa Ponggok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
stakeholder. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi stakeholder 
dalam Pemerintahan Desa yang kemudian mengidentifikasi peran, tingkat 
pengaruh dan kepentingannya dalam kemajuan desa ponggok. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa merupakan tokoh kunci (key 
player) yang memiliki peran, kepentingan daang besar serta pengaruh 
yang sangat kuat untuk mempengaruhi/ melibatkan stakeholder lain 
dalam pengembangan Desa Ponggok.
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I.	 Pendahuluan
Indonesia mengalami perubahan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke 
desentralisasi setelah adanya krisis ekonomi di 1998 
(Rasyid, 2004). Pada masa itu, pemerintah pusat 
terlalu sibuk untuk mengurus  permasalahan daerah 
yang sangat kompleks sehingga tidak menyiapkan 
diri untuk menghadapi tantangan global. Kebijakan 
pemerintah yang sentralistik menunjukkan 
bahwa negara tidak mampu mengantisipasi krisis 
ekonomi yang terjadi (Rasyid, 2004). Berangkat 
dari hal tersebut, UU No 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah lahir sebagai payung hukum 
yang melandasi perubahan asas penyelenggaraan 
pemerintahan dari sebelumnya merupakan 
kewenangan penuh pemerintah pusat menjadi 
pendelegasian kewenangan kepada pemerintah 
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri 
melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.

Era pemerintahan Jokowi – JK (2014 - 2019) 
semakin menegaskan bahwa pembangunan nasional 
harus diawali dengan penguatan desa sebagai 
kerangkanya. Sebagaimana tertuang dalam Nawacita 
III: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
cara memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam 
kerangka NKRI”, pemerintah menyadari bahwa 
pembangunan Nasional akan lebih kuat, berdampak 
dan berkelanjutan jika ditopang oleh kemajuan 
perekonomian dan pembangunan desa. Pada era 
ini, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir untuk 
memperkuat kewenangan atas penyelenggaraan 
pemerintahan desa. UU ini menyatakan bahwa 
desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai 
peraturan perundangan dan pemerintah pusat, 
kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsinya 
masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 sejalan dengan 
teori pembangunan kontemporer development from 
below yang dikemukakan oleh Stöhr (1980) bahwa 
inisiasi pembangunan harus berasal dari dalam 
daerah itu sendiri mempertimbangkan bahwa 
faktor alam, lingkungan, masyarakat dan budaya 
yang berbeda-beda di setiap wilayah. Desa melalui 
pemerintah desa, diharapkan dapat menyiapkan, 
menyadarkan, dan memfasilitasi masyarakat untuk 
peningkatan kesejahteraan desanya (Ridlwan, 
2015). Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan 
pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes. Sehingga dalam PP No 43 Tahun 2014 
sebagai aturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 
disebutkan bahwa desa diberikan kewenangan 
berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengurusi 
sistem di organisasi masyarakat, pembinaan 
kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga hukum, 
dan pengembangan peranan masyarakat desa. 

Kemajuan pembangunan suatu desa dapat 
dicapai melalui pemberdayaan potensi ekonomi 

atas dasar kebutuhan masyarakat desa itu sendiri 
(Sutoro, 2015)  Dalam rangka menjembatani 
antara desa dengan kegiatan perekonomiannya, 
UU No 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan 
Pemerintah Desa untuk membentuk kelembagaan 
yang dapat mendukung aspek perekonomian yaitu 
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Organisasi 
BUM Desa diharapkan menjadi pilar kegiatan 
perekonomian desa yang dapat membawa sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian 
terdahulu seperti yang dilakukan oleh Febryani et al 
(2019) dan Kinasih et al (2020). Pendapatan Asli 
Desa (PAD menunjukkan bahwa BUM Desa berperan 
sebagai lembaga yang memperkuat perekonomian 
desa melalui pengelolaan unit-unit usaha yang 
disesuaikan dengan potensi desa. Pengelolaan aset 
melalui BUM Desa ini pada akhirnya memberikan 
manfaat terhadap peningkatan Pendapatan Asli 
Desa (PAD).

Namun demikian, berkembangnya BUM Desa 
tidak lepas dari peran aktif Pemerintah Desa. 
Mayu (2016) menjelaskan bahwa kepemimpinan, 
manajerial, dan tata kelola Pemerintah Desa 
diperlukan dalam perkembangan dan keberlanjutan 
pembangunan desa yaitu melalui pendistribusian 
ide, gagasan, dan manfaat pembangunan kepada 
masyarakat desa. Diperkuat dengan Sofyani et al. 
(2018), Pemerintah Desa juga memiliki peran dalam 
melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan 
lainnya serta melakukan pendekatan persuasif 
untuk merubah pola pikir masyarakat agar menjadi 
lebih mandiri. Sinergi dan kolaborasi Pemerintah 
Desa dengan pemangku kepentingan lainnya ini 
dinilai mampu mempercepat pengembangan 
kawasan perdesaan (Febrian, 2016). 

Bentuk tata kelola desa yang bersifat horizontal 
dengan mengedepankan kolaborasi dan kerja sama 
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan disebut sebagai collaborative 
governance (Kooiman, 2003). Balogh (2011) 
menjelaskan bahwa dalam collaborative governance 
faktor leadership merupakan elemen yang paling 
berpengaruh sebagai penggerak. Leadership 
ditunjukkan dengan adanya sosok pemimpin untuk 
menginisiasi perubahan dan mengumpulkan sumber 
daya. Sosok pemimpin ini harus memiliki kapasitas 
dalam mengindentifikasi dan memetakan potensi 
daerah serta memiliki komitmen dan konsisten 
dalam melakukan pengembangan desa (Febrian, 
2016). Peran leadership ini dapat diketahui dengan 
memahami bagaimana implementasi kekuasaan, 
tingkat kepentingan, dan pengaruh para aktor yang 
terlibat dalam pembangunan desa. 

Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, 
Kabupaten Klaten merupakan contoh sukses desa 
yang mampu keluar dari status desa tertinggal 
menjadi desa mandiri. Dahulu desa ini termasuk 
dalam kategori desa termiskin dengan pendapatan 

https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314
https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865
https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.11
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/10699
https://doi.org/10.18196/jati.010101
http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824
http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824
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desa hanya Rp80 juta/tahun. Bahkan pada 2001 
desa ini ditetapkan sebagai desa dengan kategori 
Infrastruktur Desa Tertinggal. Namun sejak 
kepemimpinan Kepala Desa Junaedhi Mulyono 
2006, desa ini mulai melakukan perubahan melalui 
pengembangan potensi desa. Upaya pengembangan 
desa Ponggok diawali dari pengajuan permintaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Gajah Mada (UGM) untuk mengobservasi 
permasalahan dan menggali potensi desa. Kegiatan 
ini adalah titik awal perkembangan desa Ponggok 
menuju kemandirian perekonomian. Pemerintah 
desa Ponggok menyadari bahwa desa yang maju 
dan sejahtera merupakan tujuan yang harus dicapai 
namun disadari adanya keterbatasan kapasitas yang 
dimilikinya sehingga diperlukan inisiatif-inisiatif 
kolaborasi dan pelibatan stakeholder lain.

Selanjutnya pemerintah desa Ponggok 
melaksanakan strategi pengelolaan potensi 
desa melalui pembentukan BUM Desa sebagai 
katalisator perekonomian desa. BUM Desa Tirta 
Mandiri dibentuk atas dasar Peraturan Desa 
Ponggok No 6 Tahun 2009. Dari pengelolaan 
potensi wisata Umbul Ponggok, potensi desa 
lainnya kemudian dikembangkan seperti 
minapolitan dan pengembangan UMKM yang 
secara langsung berdampak positif terhadap 
pendapatan desa. Strategi ini terbilang sukses 
dan mampu mengantarkan desa Ponggok sebagai 
desa percontohan dengan penerapan BUM Desa 
terbaik di Indonesia dengan pendapatan BUM 
Desa mencapai 10,3 miliar di tahun 2016 dan terus 
meningkat setiap tahunnya. 

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak 
mengulas tentang BUM Desa dalam peningkatan 
kesejahteraan desa Ponggok, seperti peran dan 
kedudukan BUM Desa (Sagita, 2017; Ramadhani, 
2017) serta pelaksanaan strategi BUM Desa 
(Apriyani, 2016). Sedangkan bagaimana peran 
kelembagaan pemerintah desa untuk mendukung 
kemajuan desa Ponggok belum banyak diulas. 
Pemahaman terkait implementasi peran aktor 
dalam kelembagaan pemerintah desa diperlukan 
dalam rangka memberikan kebaruan temuan terkait 
siapa aktor kunci yang memiliki karakteristik 
leadership sebagai penggerak dan membawa 
pengaruh besar dalam kemajuan perekonomian 
desa Ponggok. Sehingga tujuan dalam penelitian 
ini adalah untuk mengelaborasi peran aktor dalam 
kelembagaan pemerintahan desa untuk memajukan 
Desa Ponggok. 

II.	 Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif 
digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi 
persoalan yang berhubungan dengan fenomena 
sosial melalui pengumpulan data yang detil dan 

mendalam dengan melibatkan berbagai sumber 
informasi seperti observasi, wawancara, serta studi 
literatur dan dokumen serta data-data lainnya 
untuk kemudian dideskripsikan (Creswell, 2014). 

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi 
peran kelembagaan Pemerintah Desa untuk 
memajukan Desa Ponggok melalui metode 
observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta 
penelaahan dokumen, dan literatur. Data primer 
dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 
narasumber yang berasal dari pemerintahan desa 
dan BUM Desa. Penentuan narasumber dilakukan 
secara purposive sampling yaitu dengan menentukan 
sampel dengan pertimbangan khusus agar hasil 
penelitian menjadi representatif (Sugiyono, 2010). 
Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan 
melalui telaah dokumen, telaah literatur dan sintesis 
hasil penelitian terdahulu.

Untuk memahami peran aktor dalam 
kelembagaan pemerintahan desa, teknik analisis 
stakeholder digunakan dalam penelitian ini. Analisis 
stakeholder dilakukan dengan memahami tingkat 
kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) 
masing-masing aktor, dan bagaimana hal tersebut 
dapat mendukung atau mengancam kinerja 
suatu tata kelola (Brugha & Varvasovszky, 2000). 
Crosby (1991) mengemukakan terdapat dua hal 
yang diperlukan dalam melakukan pengamatan 
stakeholder yaitu klasifikasi stakeholder dan 
identifikasi bentuk partisipasi/peran pemangku 
kepentingan dalam mendukung keberhasilan suatu 
kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tahapan 
analisis stakeholder dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:
1)	 Identifikasi stakeholder dalam Pemerintahan 

Desa yang memberikan pengaruh dalam 
perkembangan desa Ponggok; 
Identifikasi stakeholder dilakukan dengan 

mengelompokkan aktor dalam kelembagaan 
Pemerintahan Desa berdasarkan klasifikasi peran 
yang disintesiskan dari penelitian Nugroho et al., 
(2014), Dunn (2003) dan Birkland (2001) dalam 
Nurfatriani et al. (2015) (Tabel 1). Penentuan 
klasifikasi stakeholder disesuaikan dengan 
kewenangan aktor sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.
2)	 Pemetaan stakeholder berdasarkan tingkat 

pengaruh dan kepentingan;
Tingkat pengaruh dan kepentingan 

stakeholder  diukur berdasarkan kriteria 
Overseas Development Administration (1995). 
Kriteria pengaruh ditetapkan berdasarkan status 
kekuasaan/kewenangan, penguasaan terhadap 
sumber daya strategis, serta hubungan personal 
terhadap stakeholder lainnya. Tingkat pengaruh 
tinggi dimaknai sebagai stakeholder yang memiliki 
kewenangan penuh dalam membuat kebijakan. 
memfasilitasi implementasi kebijakan dan mampu 

http://eprints.ums.ac.id/57509/
http://eprints.undip.ac.id/54867/
http://eprints.undip.ac.id/54867/
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/3568/3254
https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.239
https://doi.org/10.1155/2011/953047
https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14
https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14
https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.2.105-124
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415829-0.15006-3
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mempengaruhi pihak lainnya. Sedangkan tingkat 
pengaruh rendah diartikan sebaliknya. Kriteria 
kepentingan ditentukan pada sejauh mana 
kepentingan stakeholder sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai. Tingkat kepentingan tinggi diartikan 
bahwa stakeholder tersebut memiliki harapan, 
aspirasi, dan manfaat yang besar untuk keberhasilan 
program. Sedangkan tingkat kepentingan rendah 
diartikan sebaliknya.

Selanjutnya stakeholder dipetakan ke dalam 
matriks tingkat pengaruh dan kepentingan untuk 
mengetahui aktor kunci dalam kelembagaan 
pemerintahan desa Ponggok. Reed et al. (2009) 
membagi stakeholder ke dalam 4(empat) kelompok 
antara lain subject (pengaruh rendah kepentingan 
tinggi), key player (pengaruh besar kepentingan 
tinggi), context setter (pengaruh tinggi kepentingan 
rendah), dan crowd (pengaruh kecil kepentingan 
rendah).

3)	 Identifikasi implementasi peran stakeholder 
dalam kelembagaan Pemerintahan Desa.
Implementasi peran stakeholder dilakukan 

untuk menjelaskan bagaimana interaksi yang 
dilakukan stakeholder pemerintahan desa 
dengan stakeholder lainnya di luar kelembagaan 
pemerintahan desa. Dalam meakukan analisis, perlu 

dipahami terlebih dahulu sejarah keberhasilan 
pembangunan desa Ponggok dari desa tertinggal 
menjadi desa mandiri. Selanjutnya perlu juga 
diidentifikasi kelembagaan desa yang mendukung 
pembangunan desa Ponggok sesuai peraturan 
perundang-undangan. Hal tersebut untuk 
memberikan kerangka komprehensif pengelolaan 
desa ponggok yang selanjutnya menjadi rujukan 
dalam melakukan analisis stakeholder.

III.	Hasil dan Pembahasan

A.	 Pengelolaan Desa Ponggok
1)	 Milestones Perkembangan Desa Ponggok

Berdasarkan hasil identifikasi yang diolah 
dari telaah literatur dan sintesa hasil penelitian 
terdahulu, telaah dokumen, serta hasil wawancara 
dengan narasumber terkait perkembangan desa, 
disimpulkan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) titik 
penting dalam perkembangan Ponggok yaitu 
terpilihnya Kepala Desa yang baru di tahun 2006, 
terbentuknya BUM Desa di tahun 2009, serta 
diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 (Gambar 1.).

Milestone pertama yaitu terpilihnya 
Kepala Desa Ponggok di tahun 2006. Sebagai 
representatif dari pemerintah desa, Kepala Desa 
mengajukan permintaan kegiatan KKN UGM untuk 

Pengelompokkan Stakeholder

Klasifikasi Sumber Peran

Regulator/Policy Creator
Dunn (2003) & Birkland 

(2001) 
Nugroho (2014)

penyusun dan perumus kebijakan,
penentu kebijakan dan pengambil keputusan

Koordinator Nugroho (2014) melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada semua 
stakeholder

Fasilitator
Dunn (2003) & Birkland 

(2001) 
Nugroho (2014)

menyediakan fasilitas yang mendukung segala program yang akan 
dilaksanakan 

memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan 
kelompok sasaran program

Implementator
Dunn (2003) & Birkland 

(2001) 
Nugroho (2014)

pelaksana kebijakan/ kegiatan/program

Accelerator Nugroho (2014) Memberikan kontribusi agar program dapat berjalan 
sesuai sasaran bahkan lebih cepat

Evaluator Dunn (2003) & Birkland 
(2001)

melakukan penilaian apakah sebuah kebijakan/program 
memberikan manfaat atau tidak

Advokator Dunn (2003) & Birkland 
(2001) memberikan anjuran apa yang harus dilakukan/tidak

Penerima Manfaat Dunn (2003) & Birkland 
(2001) kelompok yang menerima manfaat dari kebijakan/program

Tabel 1.
Klasifikasi Peran Stakeholder

Sumber: Nugroho (2014) dan Dunn (2003) dan Birkland (2001) dalam Nurfatriani (2015)

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001
https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14
https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14
https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14
https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14
https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14
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mengobservasi permasalahan dan menggali potensi 
desa. LPPM UGM menerima tawaran Kepala Desa 
Ponggok untuk menyelenggarakan kegiatan KKN 
Tematik. Melalui kegiatan tersebut dilakukan 
pendampingan dan pemetaan potensi desa. Hasil 
dari pemetaan potensi desa tersebut adalah usulan 
pengembangan Umbul Ponggok sebagai destinasi 
wisata.

Milestone kedua adalah inisiatif pembentukan 
BUM Desa untuk mengelola potensi dan aset 
desa.  Pembentukan BUM Desa Tirta Mandiri 
merupakan hasil pembahasan bersama dalam 
musyawarah desa yang difasilitasi oleh Pemerintah 
Desa dan disepakati bersama dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat dan 
sebagai landasan hukumnya adalah ditetapkannya 
Peraturan Desa Ponggok No 6 Tahun 2009. Kegiatan 
awal BUM Desa adalah mengelola Umbul Ponggok 
dimana sebelumnya dikelola oleh Kelompok Sadar 
Wisata (Pokdarwis). Di bawah pengelolaan BUM 
Desa Tirta Mandiri  perekonomian masyarakat 
semakin meningkat dengan adanya kesempatan 
lapangan usaha bagi masyarakat dari sektor 
pariwisata melalui keterlibatannya sebagai pelaku 
UMKM. Selain itu masyarakat dilibatkan secara aktif 
untuk berinvestasi dalam BUM Desa. Dari investasi 
tersebut masyarakat mendapatkan passive income 
yaitu bagi hasil  pendapatan yang diperoleh BUM 
Desa.

Milestone ketiga adalah diundangkannya UU 
No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang 
tersebut memperkuat keberadaan kelembagaan 
BUM Desa serta memperkuat kewenangan 
Pemerintah Desa untuk mengembangan wilayahnya 
melalui penyaluran dana desa.  Dana Desa  adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarkatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Pada 2015, renovasi dan pengembangam Umbul 
Ponggok dilakukan besar-besaran sehubungan 
dengan pencairan Dana Desa yang pertama. 
Pemanfaatan Dana Desa ini digunakan untuk 
pengembangan Umbul Ponggok dan unit-unit usaha 
lainnya.

Hasil yang dicapai dari pengelolaan potensi 
desa oleh BUM Desa adalah peningkatan 
pendapatan BUM Desa dari tahun ke tahun. Tercatat 
di Tahun 2016 pendapatan BUM Desa mencapai 
10,3 miliar rupiah. Atas prestasi tersebut, pada 
2017 Pemerintah Desa Ponggok mendapatkan 
penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai 
Desa Wisata Terbaik dari kategori pemberdayaan 
masyarakat.  

2)	 Kelembagaan di Desa Ponggok
a)	 Pemerintahan Desa

UU No 6 Tahun 2014 mengatur lembaga 
pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu 
oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. Perangkat Desa merupakan 
fungsi dalam organisasi pemerintahan desa yang 
berada di bawah Kepala Desa yaitu meliputi 
Sekretaris Desa, Kaur & Kasi, dan Kepala Urusan 
Keuangan.  

Gambar 1. Milestones Perkembangan Desa Ponggok
Sumber: Diolah Penulis, 2020
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Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk 
menentukan arahan kebijakan pembangunan 
desa. Dalam hal perencanaan pembangunan 
desa, Pemerintah Desa diberikan kewenangan 
menyusun perencanaan pembangunan desa yaitu 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJM Desa) yang merupakan rencana untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa yang merupakan rencana tahunan. 
Penyusunan rencana pembangunan desa tersebut 
dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui 
musyawarah perencanaan pembangunan desa. 
Hasil dari perencanaan pembangunan desa tersebut 
kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa melalui 
penetapan Peraturan Desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2016 
memberikan amanat Kepala Desa sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan desa. 
RAPBDesa disusun oleh Pemerintah Desa untuk 
dilakukan pembahasan bersama-sama dengan 
Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan 
dari masyarakat desa. Hasil evaluasi RAPBDesa 
tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa 
menjadi APBDesa melalui Peraturan Desa. 

Demikian halnya dalam hal pelaksanaan 
keuangan desa, pemerintah desa diberikan 
kewenangan untuk melakukan penyusunan hingga 
penetapan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). 
Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan melakukan 
penyusunan DPA yang kemudian persetujuan akhir 
dilakukan oleh Kepala Desa. Begitu halnya terkait 
dengan penyusunan dan penetapan Rencana Arus 
Kas (RAK) serta persetujuan pembayaran, Kaur 
Keuangan menyusun RAK yang kemudian disetujui 
oleh Kepala Desa, dan proses pembayaran juga akan 
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari 
Kepala Desa.

Sebagai fungsi pengendalian terhadap kinerja 
pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dibentuk sebagai lembaga legislatif yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. BPD dalam kedudukannya 
mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan 
kebijakan-kebijakan Pemerintahan Desa yang harus 
disepakati bersama Kepala Desa. BPD menjalankan 
fungsi membahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
(Permendagri No 110 Tahun 2016). Pengawasan 
kinerja Kepala Desa merupakan bentuk monitoring 
dan evaluasi terhadap hasil kerja Pemerintah Desa 
yang meliputi pengawasan terhadap perencanaan 
kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan, 
dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

b)	 Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah 
Desa sebagai wadah untuk melaksanakan program 
pemberdayaan perekonomian desa. BUM Desa 
merupakan lembaga yang sifatnya komersial untuk 
mendapatkan keuntungan melalui unit-unit usaha 
yang menawarkan sumber daya asli desa kepada 
pasar dengan tujuan akhirnya adalah sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. 
Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah 
desa antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat. Hasil kesepakatan tersebut kemudian 
menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan 
Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 

Organisasi pengelola BUM Desa adalah 
organisasi yang terpisah dari Pemerintahan Desa. 
Kepengurusan BUM Desa berdasarkan Permendesa 
PDTT No 4 Tahun 2015 meliputi penasihat, 
pelaksana operasional, dan pengawas. Pembentukan 
kepengurusan ini juga merupakan salah satu hal 
yang harus disepakati dalam musyawarah desa. 
Penasihat BUM Desa dijabat oleh Kepala Desa 
secara ex-officio. Fungsi penasihat adalah untuk 
memberikan nasihat kepada pelaksana operasional 
terkait pengelolaan BUM Desa, memberikan saran 
dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

Gambar 2. 
Struktur Kelembagaan di Desa
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penting bagi pengelolaan BUM Desa, serta 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
BUM Desa. Pelaksana Operasional bertugas untuk 
mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
Pelaksana Operasional ini dapat menunjuk anggota 
pengurus BUM Desa untuk fungsi administrasi 
usaha dan fungsi operasional bidang usaha yang 
dikelola. Selanjutnya Pengawas memiliki kewajiban 
untuk melakukan pengawasan kinerja BUM Desa. 
Penyelenggaraan pengawasan kinerja BUM Desa 
diselenggarakan melalui Rapat Umum sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun.

Pembentukan BUM Desa Tirta Mandiri di desa 
Ponggok didasarkan pada Peraturan Desa Ponggok 
No 6 Tahun 2009. Peraturan Desa ini sebagai 
pedoman menjalankan organisasi BUM Desa. 
Namun demikian hal-hal yang lebih teknis diatur 
melalui AD ART BUM Desa. 

B.	 Analisis Stakeholder dalam 
Kelembagaan Pemerintahan Desa

1)	 Identifikasi Stakeholder dalam Kelembagaan 
Pemerintahan Desa
Identifikasi stakeholder dilakukan dengan 

menentukan aktor-aktor dalam kelembagaan 
pemerintahan desa. Kemudian stakeholder 
dikelompokkan berdasarkan klasifikasi peran 
sebagaimana Tabel 1 yang disesuaikan dengan 
kewenangan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Stakeholder dari 
Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa, 
Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. 
Perangkat Desa merupakan fungsi dalam organisasi 
pemerintahan desa yang berada di bawah Kepala 
Desa yaitu meliputi Sekretaris Desa, Kaur & Kasi, 
dan Kepala Urusan Keuangan. 

Hasil identifikasi stakeholder dalam 
kelembagaan pemerintahan desa ditunjukkan 
dalam Tabel 2. Peran sebagai policy creator/
regulator yaitu perumus/penentu kebijakan dan 
pengambil keputusan ditunjukkan oleh Kepala 
Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala 
Desa diberikan kewenangan sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan desa 
(Permendagri No 20 tahun 2016). Kepala Desa juga 
berwenang menetapkan Peraturan Desa dan berhak 
mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan 
Desa (UU No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (2) dan 
(3)) termasuk penetapan peraturan desa tentang 
pembentukan BUM Desa sebagai kelembagaan desa 
yang mendukung perekonomian.

Peran sebagai coordinator, yaitu pihak yang 
melakukan koordinasi, pendekatan, dan komunikasi 
persuasif kepada seluruh stakeholder, ditunjukkan 
oleh Sekretaris Desa. Disamping membantu Kepala 
Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, 
dalam hal pengelolaan keuangan desa Sekretaris 

Desa juga menjalankan tugas sebagai koordinator 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 
(Permendagri No 20 tahun 2016 pasal 5). 

Peran sebagai implementator yaitu pelaksana 
kebijakan/kegiatan/program ditunjukkan oleh Kaur 
dan Kasi, serta Kaur Keuangan pada Pemerintah 
Desa. Kaur merupakan unsur pelaksana sekretariat 
yang menjalankan tugas PPKD, Kasi merupakan 
unsur pelaksana teknis yang menjalankan tugas 
PPKD, dan Kaur Keuangan menjalankan tugas 
sebagai pelaksana penatausahaan keuangan 
(Permendagri No 20 Tahun 2016).

Selanjutnya peran sebagai evaluator yaitu 
pihak yang melakukan pengawasan dan penilaian 
terhadap kebijakan/program/kegiatan ditunjukkan 
oleh Badan Permusyawaratan Desa. BPD diberikan 
kewenangan untuk melakukan pengawasan kinerja 
Kepala Desa (UU 6/2014). Hasil pelaksanaan 
pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian 
dari laporan kinerja BPD (Permendagri 110/2016).

2)	 Analisis Tingkat Pengaruh dan Kepentingan 
Stakeholder
Berdasarkan hasil analisis tingkat pengaruh 

dan kepentingan (Tabel 4), Key Player dalam 
pengembangan desa Ponggok adalah Kepala Desa 
Ponggok. Stakeholder ini memiliki kepentingan yang 
besar dalam mewujudkan tujuan program kerja yang 
telah disusun serta memiliki kekuasaan yang tinggi 
sebagai pembuat kebijakan strategis bagi organisasi 
di bawahnya. Kepala Desa Ponggok memiliki 
kepentingan untuk meningkatkan pendapatan 
desa sehingga kebijakan strategis yang diambil 
salah satunya adalah pendirian BUM Desa sebagai 
lembaga perekonomian desa yang mengelola 
aset dan potensi desa. Dalam kepengurusan BUM 
Desa, Kepala Desa yang menjabat secara ex-officio 
sebagai Komisaris BUM Desa juga memberikan 
arahan pengelolaan aset desa yang membawa 
manfaat perekonomian serta memberikan saran 
dan pendapat tentang pengelolaan unit-unit usaha 
BUM Desa dalam rangka mewujudkan peningkatan 
pendapatan BUM Desa.

Context Setter dalam pengembangan desa 
ponggok adalah Sekretaris Desa. Meskipun 
mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk 
mengkoordinasikan fungsi-fungsi di bawahnya, 
namun stakeholder ini kurang memiliki kepentingan 
dalam keberhasilan program-program yang telah 
ditetapkan. Sekretaris desa merupakan pelaksana 
kegiatan yang menjalankan fungsi berdasarkan 
kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa. 

Selanjutnya yang termasuk kategori Crowd 
dalam penelitian ini adalah Kaur dan Kasi serta 
Kaur Keuangan. Stakeholder ini merupakan pihak-
pihak pelaksana atas kebijakan-kebijakan yang 
ditetapkan oleh key player (Kepala Desa). Pihak 
ini kurang memiliki kepentingan dan pengaruh 
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dalam keberhasilan program-program yang telah 
ditetapkan. 

Sedangkan yang termasuk kategori Subject 
dalam penelitian ini adalah BPD yaitu memiliki 
kepentingan yang besar sebagai fungsi pengendalian 
atas kinerja key player (Kepala Desa), namun 
pengaruhnya rendah. Kaitannya dengan kemajuan 
desa Ponggok, BPD hanya sebagai pihak yang 
dilibatkan dalam kegiatan musyawarah desa yang 
diinisiasi oleh Kepala Desa. 

Hasil identifikasi aktor kunci (key player) 
dalam kemajuan desa Ponggok sejalan dengan 
penelitian Herdiana (2019) yang menyatakan 
bahwa UU Desa menempatkan Kepala Desa sebagai 
sosok sentral dalam memimpin pembangunan desa. 
Kepala Desa sebagai key player dalam kelembagaan 
pemerintahan desa memiliki legitimasi kekuasaan 
untuk menetapkan program dan kegiatan yang 
dapat membawa kemajuan perekonomian desa 
sehingga diperlukan sosok Kepala Desa yang 
menempatkan dirinya sebagai inisiator perubahan. 

3)	 Implementasi Peran Stakeholder dalam 
Kelembagaan Pemerintahan Desa
Tabel 5 menunjukkan implementasi peran 

stakeholder pemerintahan desa dalam mendukung 
kemajuan desa ponggok. Hasil identifikasi 

menunjukkan bahwa peran kelembagaan 
pemerintahan desa, diwakili oleh Kepala Desa 
sebagai pihak yang memberikan inisiatif terhadap 
proses perubahan dalam masyarakat. Kepala 
Desa sebagai key player melakukan interaksi tidak 
hanya dengan aktor dalam pemerintahan desa 
saja, melainkan juga melibatkan stakeholder lain 
di luar kelembagaan pemerintahan desa yaitu 
akademisi (UGM), BUM Desa, dan masyarakat. 
Peran pemerintah desa yang diwakili oleh Kepala 
Desa hadir sejak tahap awal yaitu pemetaan potensi 
desa hingga pengelolaan potensi desa. 

Terbentuknya BUM Desa sebagai kelembagaan 
ekonomi desa Ponggok tak lepas dari inisiatif Kepala 
Desa. Pemerintah Desa (melalui peran Kepala Desa) 
berfungsi sebagai penggerak utama BUM Desa. 
Kepala Desa sebagai representatif pemerintah 
desa dapat mengambil kebijakan strategis bagi 
kelembagaan BUM Desa (Pasal 11 Permendesa 
PDTT No 4 Tahun 2015). Salah satu wujudnya adalah 
dukungan kecukupan anggaran dari pemerintah 
desa ponggok untuk pengembangan BUM Desa. 
Dalam struktur kepengurusan BUM Desa, Kepala 
Desa yang bertindak sebagai Komisaris BUM 
Desa juga mempunyai peran untuk memberikan 
arahan pengelolaan aset-aset, keuangan, dan unit-
unit usaha BUM Desa. Di bawah arahan Komisaris 

Tabel 2.
Identifikasi Stakeholder Pemerintah Desa dan BUM Desa

Pengelompokkan Stakeholder Klasifikasi Stakeholder Pemerintahan Desa

Klasifikasi Peran Aktor Kewenangan

Regulator/ Policy 
Creator

penyusun dan perumus kebijakan, 
penentu dan pengambil keputu-
san 

Kepala Desa - Menetapkan Peraturan Desa 
- Menyelenggarakan penyusunan 
RPJMDesa, RKP Desa, RAPB Desa 
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Desa dan Aset Desa
- Membentuk lembaga BUM Desa

Koordinator melakukan koordinasi, pendeka-
tan dan komunikasi persuasif 
kepada semua stakeholder

Perangkat 
Desa

Sekretaris Desa
 

Koordinator Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa

Implementator pelaksana kebijakan/ kegiatan/
program

Kaur & Kasi pelaksana kegiatan anggaran

Kaur Keuangan pelaksana fungsi kebendaharaan
 

Evaluator Melakukan pengawasan dan pe-
nilaian apakah kebijakan member-
ikan manfaat /tidak

Badan Permusyawaratan 
Desa

- melakukan pengawasan kinerja 
Kepala Desa
- membahas dan menyepakati 
Raperdes 
- menampung dan meyalurakan 
aspirasi masyarakat

Sumber: Diolah Penulis, 2020

https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11
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BUM Desa, unit-unit usaha BUM Desa dapat 
dikembangkan dan masyarakat juga dilibatkan 
didalamnya sehingga peningkatan pendapatan 
juga dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima 
manfaat. 

Merujuk pada kompetensi Kepala Desa yang 
dikemukakan oleh Kartika (2018), maka Kepala 
Desa Ponggok memiliki kompetensi teknis dan 
konseptual yang ditunjukkan dengan kecermatannya 
dalam merencanakan pengembangan umbul 
ponggok sebagai potensi desa yang membawa 
manfaat perekonomian. Selain itu Kepala Desa juga 
memiliki kompetensi manusiawi yaitu kemampuan 
untuk bekerjasama, memahami, dan memotivasi 
stakeholder lain baik perorangan maupun kelompok 
yang ditunjukkan dengan koordinasi dan negosiasi 

yang dilakukan Kepala Desa dengan stakeholder 
lainnya. 

Inisiatif Kepala Desa untuk mempengaruhi 
keterlibatan stakeholder lain tidak terlepas dari 
status kekuasaan (kewenangan yang diatur 
undang-undang), derajat organisasi (pemerintah 
desa sebagai lembaga pengelola wilayah di tingkat 
desa), serta pengaruh informal maupun hubungan 
personal yang dimilikinya. Kekuasaan diartikan 
sebagai kemampuan menggunakan sumber daya 
yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku 
pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai 
dengan kehendaknya (Surbakti, 1992). Kepala Desa 
secara regulasi diberikan kewenangan yang besar 
untuk menentukan arah kebijakan pembangunan 
desa (Herdiana, 2019), bahkan dapat mengambil 

Tabel  3. 
Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Pemerintahan Desa

Aktor Kepentingan Pengaruh

Kepala Desa tinggi Menyusun sasaran dan program kerja 
Pemerintah Desa setelah dilantik sebagai 
Kepala Desa

tinggi Melibatkan UGM melalui permohonan 
KKN Tematik

Memfasilitasi Musyawarah Desa den-
gan melibatkan tokoh masyarakat

Menginisiasi pembentukan BUM Desa

Membentuk struktur kepengurusan 
BUM Desa

Menetapkan Peraturan Desa tentang 
BUM Desa

Memiliki kewenangan sebagai peme-
gang kekuasaan pengelolaan keuangan 
desa

tinggi
Meningkatkan pendapatan BUM Desa 
dalam rangka meningkatkan pendapatan 
Pemerintah Desa

tinggi

Melakukan pembahasan dan penge-
sahan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga BUM Desa

Mengarahkan pengelolaan aset-aset 
desa yaitu dengan melakukan nego-
siasi Pengalihan Umbul Ponggok dari 
pokdarwis ke BUM Desa

Memberikan saran dan pendapat men-
genai masalah yang dianggap penting 
bagi pengelolaan BUM Desa

Sekretaris Desa sedang
Memfasilitasi kepala desa dalam pe-
menuhan sasaran program kerja yang 
telah ditetapkan pemerintah desa

tinggi

Memfasilitasi Musyawarah Desa den-
gan melibatkan tokoh masyarakat

Mengkoordinasi urusan administrasi 
umum dan keuangan pemerintah desa

Kaur & Kasi rendah
Melaksanakan fungsi pengelolaan kegia-
tan yang telah ditetapkan pemerintah 
desa

rendah Melaksanakan program kegiatan dan 
anggaran

Kaur Keuangan rendah Melaksanakan fungsi pengelolaan keuan-
gan rendah Melaksanakan fungsi kebendaharaan

Badan Permusy-
awaratan Desa tinggi

Melaksanakan fungsi pengawasan kinerja 
pemerintah desa. Hasil pelaksanaan 
pengawasan kinerja menjadi 
bagian dari laporan kinerja BPD

rendah

Dilibatkan oleh Kepala Desa dalam 
musyawarah desa dan pembahasan 
Rancangan Peraturan Desa pembentu-
kan Bum Desa

Sumber: Diolah Penulis, 2020
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kebijakan strategis dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa (Kartika, 2018).  Kepala desa 
sebagai sosok pemimpin di desa perlu memiliki 
kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang 
berkarakter sensitif serta responsif dalam rangka 
membawa desa menjadi lebih maju (Saefulrahman, 
2017). Sehingga secara terus-menerus perlu 
meningkatkan kualitas aparatur desa yang mengacu 
pada cara berpikir, bersikap, dan berperilaku maju 
untuk mencapai desa yang mandiri dan masyarakat 
yang sejahtera (Suharto 2018).

Peran kepala desa ponggok menunjukkan 
bahwa sosok ini merupakan local champion/
local leader yaitu pihak yang memberikan inisiatif 
terhadap proses perubahan dalam masyarakat. 
Namun idealnya dalam rangka keberlanjutan 
program/kegiatan yang telah diinisiasi, rencana 
pembangunan desa seharusnya didasarkan 
atas kesepakatan masyarakat (member base) 
dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya (self-help) (Sari & Ekaputri, 
2019). 

Tabel 5.
Implementasi Peran Aktor dalam Kelembagaan Pemerintahan Desa

Kepala Desa Perangkat Desa BPD Komisaris BUM Desa Perangkat BUM Desa

BUM Desa
UGM

Pemerintahan Desa
Masyarakat

Pemetaan 
Potensi Desa

Pembentukan 
BUMDesa

Pengelolaan 
Umbul 

Ponggok

Permohonan KKN Pelaksanaan KKN 

pemetaan 
permasalahan

analisis 
Potensi

Pemberdayaan 
Ekonomi 

Penyusunan Database 
Pengembangan Ponggok

Pengembangan 
Umbul Ponggok

Inisiatif
Pembentukan 

BUMDesa

Penyelenggaraan Musyawarah
Pembentukan BUMDesa

BPD Menyepakati 
Pembentukan 

BUMDesa

Tokoh Masyarakat 
menyalurkan 

Aspirasi

Membentuk Struktur Kepengurusan BUMDesa

Penetapan Perdes
Pembentukan

BUMDesa

Pemerintah Desa
Memfasilitasi

Musyawarah Desa

Kepala Desa 
sebagai 

Komisaris Utama 
BUMDesa

Perangkat Desa 
sebagai Dewan

Komisaris

Anggota BPD 
sebagai Badan 

Pengawas

Tokoh 
Masyarakat 

sebagai Pengurus 
BUMDesa

Menegosiasikan 
Pengalihan Umbul
Ponggok ke BUM 

Desa

Memberikan Arahan 
Pengelolaan Potensi 

dan Aset Desa

Pengelolaan Aset 
dan Keuangan Unit

Usaha Desa

Penyertaan Modal

Pendapatan Desa

Kepala Desa
Komisaris BUM 

Desa

Kepala Desa secara ex-officio 
bertindak selaku Komisaris BUM Desa

Pemanfaatan 
APBDesa & Dana 

Desa untuk 
Renovasi Umbul 

Ponggok

Pendapatan BUM 
Desa

Sumber: Diolah Penulis, 2020

https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.59-69
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11804
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11804
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/sd.v3i2.2523
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/convergence-jep/article/view/10901
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/convergence-jep/article/view/10901


Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-
Polanharjo, Klaten
Fenita Enggraini, Nanda Cahyani Putri, Yusda Aripin Salman, Wiwandari 
Handayani

81

Tabel 4.
Matriks Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder Pemerintahan 
Desa Ponggok

Rendah Tinggi

Tinggi Sekretaris Desa Kepala Desa

Rendah Kaur & Kasi
Kaur Keuangan BPD

Tingkat 
Pengaruh

Tingkat Kepentingan

Subject

Key Player

Crowd

Context Setter

IV.	 Kesimpulan
Peran key player atau aktor kunci yang 

membawa perubahan dalam masyarakat menjadi 
faktor penting dalam pembangunan desa. Dalam 
kelembagaan pemerintahan desa Ponggok, peran 
key player ditunjukkan oleh Kepala Desa sebagai 
inisiator pembangunan desa. Stakeholder ini dapat 
menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang 
dimiliki untuk mempengaruhi perilaku stakeholder 
lain dalam rangka mewujudkan kepentingannya. 
Atas dasar tujuan yang tepat yaitu peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa, stakeholder ini 
akan membawa pengaruh yang positif dalam 
pembangunan desa.

Meskipun peran Kepala Desa membawa 
perubahan besar dalam peningkatan perekonomian 
desa, namun dominasi peran Kepala Desa dalam 
penentuan arah pembangunan desa dikhawatirkan 
tidak akan membawa desa menuju pembangunan 
yang berkelanjutan. Dominasi pengambilan 
keputusan yang bertumpu hanya pada satu peran  
mengakibatkan desa akan selalu bergantung pada 
inisiatif, instruksi dan arahan dari key player. 
Ketika masa jabatan Kepala Desa berakhir maka 
belum tentu program pembangunan yang telah 
diinisiasi sebelumnya dapat diteruskan di periode 
kepemimpinan Kepala Desa yang baru.

Untuk mewujudkan pembangunan desa 
yang berkelanjutan, diperlukan prinsip kolaborasi 
dengan menempatkan masyarakat tidak hanya 
sebagai penerima manfaat melainkan juga sebagai 
pemrakarsa pembangunan. Prinsip kolaborasi ini 
menempatkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat sebagai tujuan pembangunan desa 
berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. 
Kepala Desa seharusnya mengambil bagian bukan 
sebagai aktor kunci yang mengeluarkan kebijakan 
yang sifatnya instruksional, namun lebih banyak 
berperan untuk memfasilitasi, memotivasi, 
serta memberdayakan masyarakat desa untuk 
mengeluarkan ide dan gagasan dalam membangun 
kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya 
menjadi lebih baik. 
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